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TERHADAP PERSONEL INTELIJEN NEGARA 

MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 17 
TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA1 

Oleh  : Adi Ributu2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2011 Tentang Inteleijen Negara dan 
bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap Personel Intelijen Negara menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1.  Bentuk-bentuk 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2011 tentang Inteleijen Negara, 
seperti Setiap Personel Intelijen Negara yang 
membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, 
Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat 
peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, 
dan/atau Personel Intelijen Negara yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan 
aktivitas Intelijen Negara. Setiap Personel 
Intelijen Negara yang melakukan penyadapan 
di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan 
penggalangan. Perbuatan orang perorangan 
yang dengan sengaja mencuri, membuka, 
dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen atau 
karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya 
Rahasia Intelijen. 2. Pemberlakuan ketentuan 
pidana terhadap Personel Intelijen Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Intelijen Negara seperti dipidana 
dengan pidana penjara dan/atau pidana denda 
baik bagi orang perorangan maupun Personel 
Intelijen Negara sesuai dengan jenis-jenis 
perbuatan pidana yang dilakukan. 
Pemberlakuan ketentuan pidana ini merupakan 
bagian dari penegakan hukum atas pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kata kunci:  Pemberlakuan Ketentuan Pidana,  
Personel,  Intelijen Negara. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang 
Intelijen Negara apabila dilakukan oleh 
Personel Intelijen Negara, maka dapat 
diberlakukan ketentuan pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara.  Menurut Pasal 16. 
Personel Intelijen Negara merupakan warga 
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan diangkat oleh pejabat yang 
berwenang untuk mengabdikan diri dalam 
dinas Intelijen. 

Personel Intelijen Negara memiliki 
kewajiban merahasiakan seluruh upaya, 
pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas 
khusus, alat peralatan dan perlengkapan 
khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen 
Negara yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen 
Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 
huruf (b) Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan 
yang dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana menurut Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2011 Tentang Inteleijen Negara 
? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 
pidana terhadap Personel Intelijen 
Negara menurut Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara 
? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi  ini ialah metode penelitian 
hukum normatif. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui  studi  
kepustakaan. Data sekunder terdiri  dari bahan 
hukum primer yang  terdiri  dari peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum pidana 
dan Intelijen Negara. 

Bahan hukum sekunder terdiri  dari 
literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum  
serta informasi dari media cetak dan elektronik 
yang relevan dengan penulisan ini. Bahan 
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hukum tersier  terdiri dari kamus umum dan 
kamus hukum untuk menjelaskan pengertian 
dari istilah hukum  yang digunakan dalam 
penulisan ini. 
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dapat 

Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Di 
Bidang Intelijen Negara  
Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Intelijen Negara, diatur pada Pasal 44, 45, 46 
dan 47. Pasal 44. Setiap Orang yang dengan 
sengaja mencuri, membuka, dan/atau 
membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 26. Setiap 
Orang atau badan hukum dilarang membuka 
dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen. 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Intelijen Negara, seperti Setiap Personel 
Intelijen Negara yang membocorkan upaya, 
pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas 
khusus, alat peralatan dan perlengkapan 
khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen 
Negara yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen 
Negara. Setiap Personel Intelijen Negara yang 
melakukan penyadapan di luar fungsi 
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. 
Perbuatan orang perorangan yang dengan 
sengaja mencuri, membuka, dan/atau 
membocorkan Rahasia Intelijen atau karena 
kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia 
Intelijen.  

Penjelasan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang 
Intelijen Negara I. Umum Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan 
bahwa pembentukan Pemerintah Negara 
Indonesia adalah untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
serta melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, negara harus dapat mengembangkan 
suatu sistem nasional yang meliputi sistem 
kesejahteraan nasional, sistem ekonomi 
nasional, sistem politik nasional, sistem 
pendidikan nasional, sistem hukum dan 
peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan 
nasional, dan sistem keamanan nasional.  

Keamanan nasional merupakan kondisi 
dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang menjamin keselamatan, 
kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, 
masyarakat, dan bangsa, terlindunginya 
kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta 
keberlangsungan pembangunan nasional dari 
segala ancaman. Secara akademik, keamanan 
nasional dipandang sebagai suatu konsep 
multidimensional yang memiliki empat dimensi 
yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan 
manusia, dimensi keamanan dan ketertiban 
masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, 
dan dimensi pertahanan.3 

Dalam menjalankan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan 
bahwa setiap orang wajib menghormati hak 
asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
pada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.  

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan 
Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya 
kedaulatan, integritas nasional, keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis 
merupakan suatu persyaratan utama. Namun, 
sejalan dengan perkembangan zaman, proses 
globalisasi telah mengakibatkan munculnya 
fenomena baru yang dapat berdampak positif 
yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti 
demokratisasi, penghormatan terhadap hak 
asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, 
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transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena 
tersebut juga membawa dampak negatif yang 
merugikan bangsa dan negara yang pada 
gilirannya dapat menimbulkan ancaman 
terhadap kepentingan dan keamanan nasional. 
Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, 
berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau 
nonkonvensional, global atau lokal, segera atau 
mendatang, potensial atau aktual, militer atau 
nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari 
luar negeri atau dalam negeri, serta dengan 
kekerasan senjata atau tanpa kekerasan 
senjata.4  
 
B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap 

Personel Intelijen Negara  
Menurut Abdul Kholiq, prinsip sesuai sifat 

hukum pidana sebagai hukum publik tujuan 
pokok diadakannya hukum pidana ialah 
melindungi kepentingan-kepentingan 
masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari 
perbuatan-perbuatan yang mengancamnya 
atau bahkan merugikannya baik itu datang dari 
perseorangan maupun kelompok (organisasi). 
Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan 
antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan 
ketertiban hidup masyarakat.5  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara Ketentuan Pidana, 
mengatur mengenai ketentuan pidana, Pasal 
44. Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, 
membuka, dan/atau membocorkan Rahasia 
Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  

Pasal 45. Setiap Orang yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia 
Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 

                                                           
4Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 
5Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah 
Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku l 
KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 
2011, hal. 12. 

Unsur-unsur Tindak Pidana, menurut 
Moeljatno, adalah:6 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai 

pidana; 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan 

pidana; 
4. Unsur melawan hukum yang objektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Unsur pokok subjektif:7 
1. Sengaja (dolus); 
2. Kealpaan (culpa). 

Unsur pokok objektif:8  
1. Perbuatan manusia; 
2. Akibat (result) perbuatan manusia; 
3. Keadaan-keadaan; 
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum. 

Semua unsur-unsur delik tersebut 
merupakan satu kesatuan dalam satu delik, 
satu unsur saja tidak ada tidak didukung bukti 
akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak 
dapat dihukum.9 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara. Pasal 46 ayat: 
(1) Setiap Personel Intelijen Negara yang 

membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, 
Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat 
peralatan dan perlengkapan khusus, 
dukungan, dan/atau Personel Intelijen 
Negara yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan fungsi dan aktivitas 
Intelijen Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Personel Intelijen Negara dalam keadaan 
perang dipidana dengan ditambah 1/3 
(sepertiga) dari masing-masing ancaman 
pidana maksimumnya.  

Pasal 47. Setiap Personel Intelijen Negara 
yang melakukan penyadapan di luar fungsi 
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan 

                                                           
6 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2009, hal. 287. 
7 Ibid, hal. 288. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
Personel Intelijen Negara menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 
Negara seperti dipidana dengan pidana penjara 
dan/atau pidana denda baik bagi orang 
perorangan maupun Personel Intelijen Negara 
sesuai dengan jenis-jenis perbuatan pidana 
yang dilakukan. 

Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaik-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.10 Tindakan pemerintah tidaklah 
dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi 
atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.11  

Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.12 Supremasi hukum artinya 
kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik 
rakyat maupun pemerintah tunduk pada 

                                                           
10H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2. 
11 Ibid, hal. 2. 
12 Ibid, hal. 5. 

hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.13 
Equality before the law artinya persamaan 
kedudukan di depan hukum tidak ada yang 
diistimewakan.14 

Hukum adalah produk pemerintah atau 
penyelenggara negara atau lembaga yang 
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian 
menjadi hukum positif atau peraturan yang 
mengikat kehidupan masyarakat dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. 
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah 
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur 
hubungan antarindividu sehingga dengan 
adanya hukum itu, gejolak sosial dan 
mobilitasnya dapat dikendalikan.15  

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang 
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh 
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang 
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu 
perbuatan yang terlarang berikut berbagai 
akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum 
adalah peraturan mengenai tingkah laku 
manusia dalam pergaulan masyarakat. 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat 
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah 
peraturan dan ketentuan yang mengandung 
perintah, larangan dan kebolehan yang harus 
ditaati oleh setiap orang.16 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-

                                                           
13Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90. 
14Ibid. 
15 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit. hal. 19. 
16 Ibid, hal. 20. 
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hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.17 

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.18 

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu  
unsur yang paling esensial, bila melihat hukum 
sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana 
dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana 
Khusus atau peraturan perundang-undangan di 
luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan 
penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti 
sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur 
sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana 
dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana 
disebut dengan double track system. Menurut 
Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan 
berorientasi pada perbuatan dan berlaku (daad 
dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya 
meliputi pidana (straf) tetapi juga tindakan 
(maatregel) yang secara relatif lebih bermuatan 
pendidikan.19 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 

                                                           
17 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007. hal. 211. 
18 Ibid, hal. 211-212. 
19Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik 
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90-91. 

segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.20 

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan, sampai pada 
penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.21 

Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.22 Jenis-jenis hukuman dapat 
dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 
KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah: 
1. Hukuman mati; 
2. Hukuman penjara; 
3. Hukuman kurungan; 
4. Hukuman denda. 
 Hukuman tambahan adalah: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan/penyitaan barang-barang 

tertentu, dan 
3. Pengumuman putusan hakim.23 

Perbedaan antara hukuman pokok dan 
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 

                                                           
20Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91. 
21Ibid, hal. 92. 
22Yulies Tiena, Masriani, Op.Cit. hal. 60. 
23Ibid, hal. 65-66. 
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dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 
(tidak mandiri).24  

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini 
telah dinyatakan dengan tegas dalam 
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik 
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”, 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah 
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam 
konsep “Indonesia adalah negara hukum”, 
mengandung arti, bahwa dalam hubungan 
antara hukum dan kekuasaan, bahwa 
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci 
kestabilan politik dalam masyarakat.25  

Dengan demikian setiap pembicaraan 
mengenai hukum, jelas atau samar-samar, 
senantiasa merupakan pembicaraan mengenai 
keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan 
hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai 
suatu bangunan yang formal. Kita perlu 
melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita 
keadilan masyarakatnya.26 

Hukum melindungi kepentingan seseorang 
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya tersebut. Pengalokasian 
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam 
arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. 
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut 
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap 
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut 
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan 
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 
kepada seseorang.27 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Intelijen Negara yang telah terbukti secara sah 
dilakukan oleh Personel Intelijen Negara maka 
dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap 
Personel Intelijen Negara sesuai dengan 
perbuatan pidana yang terbukti dilakukan.  

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
Personel Intelijen Negara sebagai bagian dari 
upaya penegakan hukum apabila melakukan 
pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 17 

                                                           
24 Ibid, hal. 66. 
25 Soesilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana 
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Alumni, Bandung. 1982, hal.3. 
26Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung, 1991, hal.159. 
27 Ibid, hal. 53-54. 

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan 
merupakan upaya untuk menjadikan Personel 
Intelijen Negara yang profesional dalam 
pelaksanaan tugasnya dan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kinerja Intelijen Negara 
kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 
  
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana 
menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Inteleijen Negara, 
seperti Setiap Personel Intelijen Negara 
yang membocorkan upaya, pekerjaan, 
kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas 
khusus, alat peralatan dan perlengkapan 
khusus, dukungan, dan/atau Personel 
Intelijen Negara yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan fungsi dan aktivitas 
Intelijen Negara. Setiap Personel Intelijen 
Negara yang melakukan penyadapan di 
luar fungsi penyelidikan, pengamanan, 
dan penggalangan. Perbuatan orang 
perorangan yang dengan sengaja 
mencuri, membuka, dan/atau 
membocorkan Rahasia Intelijen atau 
karena kelalaiannya mengakibatkan 
bocornya Rahasia Intelijen.  

2. Pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap Personel Intelijen Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 
seperti dipidana dengan pidana penjara 
dan/atau pidana denda baik bagi orang 
perorangan maupun Personel Intelijen 
Negara sesuai dengan jenis-jenis 
perbuatan pidana yang dilakukan. 
Pemberlakuan ketentuan pidana ini 
merupakan bagian dari penegakan 
hukum atas pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

B.  Saran 
1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-

bentuk perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana 
menurut Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 
maka setiap Personel Intelijen Negara 
perlu menaati kewajiban untuk 
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merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, 
kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas 
khusus, alat peralatan dan perlengkapan 
khusus, dukungan, dan menaati Kode Etik 
Intelijen Negara; dan d. melaksanakan 
tugas dan fungsi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Diperlukan upaya 
pengawasan yang efektif oleh pengawas 
internal untuk setiap penyelenggara 
Intelijen Negara melalui dilakukan oleh 
pimpinan masing-masing dan 
pengawasan eksternal penyelenggara 
Intelijen Negara oleh komisi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
yang khusus menangani bidang Intelijen. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap Personel Intelijen Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 
perlu diterapkan sesuai dengan jenis-
jenis perbuatan pidana yang dilakukan 
untuk memberikan efek jera bagi 
pelakunya dan sebagai suatu peringatan 
bagi pihak-pihak lain untuk tidak 
melakukan perbuatan yang sama sebagai 
upaya hukum untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana oleh Personel Intelijen 
Negara. 
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